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KATA PENGANTAR 

 
 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 

OPD Kecamatan Takabonerate Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. 

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis 

dalam rangka meningkatkan Kinerja OPD Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan 

Selayar pada tahun mendatang. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kesempurnaan 

seperti yang diharapkan. Untuk itu, sangat kami harapkan kritik dan saran yang membangun 

demi kesempurnaan laporan ini pada tahun – tahun mendatang. 

Tidak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu 

atau terlibat dalam pembuatan laporan ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat 

selesai tepat pada waktunya. 

Harapan ini semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat di masa mendatang. 

 
Kayuadi, Januari 2026 

CAMAT TAKABONERATE, 

 

 
 

ANDI CACO AMRAS, S.T.,M.M. 

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b 

NIP. 19751010 200604 1 025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. GAMBARAN UMUM OPD 

 
Kecamatan Takabonerate sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 tentang Kecamatan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah yang telah atur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 88 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 

Takabonerate. OPD Kecamatan Takabonerate menyelenggarakan unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan dengan kategori kantor Type A. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 88 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 

Takabonerate, Susunan Organisasi Kecamatan Takabonerate terdiri atas : 

a. Camat. 

 

b. Sekretariat, meliputi: 

 

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 

 

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. 

 

c. Seksi Tata Pemerintahan. 

 

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

 

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 

 

f. Seksi Kesejahteraan Sosial. 

 

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 

 

h. Jabatan Fungsional. 



   

Kecamatan Takabonerate terletak pada koordinat 6°45’21.56”LS, 120°57’56.35”BT 
 
 

 
Foto Kantor Kecamatan Takabonerate 

 

 

 
Kondisi umum Kecamatan Takabonerate saat ini sebagai berikut : 

 

a. Luas Wilayah : 221.07 Km
2
 

 

b. Jumlah Penduduk : 15.101 Jiwa, 

 

- Laki-laki : 7.540 Orang 

 

- Perempuan : 7.561 Orang 
 

Dengan kepadatan penduduk 70 jiwa per Km² 



   

c. Batas Wilayah Kecamatan Takabonerate: 

 

- Batas Utara : Kecamatan Bontosikuyu 

 

- Batas Timur : Laut Flores 

 

- Batas Selatan : Kecamatan Pasimasunggu 

 

- Batas Barat : Laut Flores 

 

d. Secara administratif wilayah Kecamatan Takabonerate meliputi 9 (Sembilan) Desa 

diantaranya 3 ( Tiga ) Desa di daratan Ibukota Kecamatan yaitu : 

- Desa Kayuadi 

 

- Desa Batang 

 

- Desa Nyiur Indah 

 

dan 6 ( Enam ) Desa di Kepulauan yaitu : 

 

- Desa Jinato 

 

- Desa Latondu 

 

- Desa Rajuni 

 

- Tarupa 

 

- Tambuna 

 

- Khusus Pasitallu 



   

NURBAENI, S.Pd 

MUHAMMAD RAMLAN, S.E MUH. IRFAN LEWA, 

S.E.,M.M 

MUH. FAJAR A.R, 

A.M.d.Kom. 
PIRAWATI, S.Kom.,M.M FADLIYATI, S.E.,M.M 

1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD 

 
 

1.2.1 Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Takabonerate sebagai berikut : 
 
 

CAMAT 
 

ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M. 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIS 
 

 

           AHMAD, SKM. 

 

 

 

 

 

KASUBAG. UMUM, 

KEPEGAWAIAN DAN 

HUKUM 

KASUBAG. PROGRAM 

DAN KEUANGAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSI 

TATA 

PEMERINTAHAN 

SEKSI 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

SEKSI 

EKONOMI DAN 

PEMBANGUNAN 

SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

SEKSI 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA 

 
 

MUHAMMAD RAMLAN, S.E. PIRAWATI, S.KOM. FADLIYATI, S.E. 



   

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 

 
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 

50 Ayat 1 (Satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

Ayat ( 2 ) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan 

lain. Oleh karena itu, kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam 

melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

kecamatan dibantu oleh Desa. 

Kecamatan Takabonerate dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 88 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 

Takabonerate, mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah; 

 

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah; 

 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi 

daerah; 

d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan 

 

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya. 



   

1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, 

PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL 

 

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut : 
 
 

 

No. 

 

Sumber Daya 

Perangkat 

 

SMA 

 

D3 

 

S.1. 

 

S.2. 

 

Jumlah 

 

1 

 

Pegawai / PNS 
 

5 
 

1 
 

4 
 

4 
 

14 

 

Jumlah 

 

5 

 

1 

 

4 

 

4 

 

14 

 
Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut : 

 
 

No. 

 

Pangkat / Golongan 

 

Laki - Laki 

 

Perempuan 

 

Jumlah 

 

1 

 

Golongan IV / b 
 

1 
  

1 

 

2 

 

Golongan IV / a 
 

1 
 

1 
 

2 

 

3 

 

Golongan III / d 

 

1 

 

 

 

1 

 

4 

 

Golongan III / c 
 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Golongan III / b 

 

1 
  

1 

 

6 

 

Golongan III / a 
 

 
 

1 

 

1 

 

7 

 

Golongan II / d 

 

1 
  

1 

 

8 

 

Golongan II / c 

 

3 
  

3 

 

Jumlah 

 

9 
 

5 
 

14 



   

 

BAB II 

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

 
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Kecamatan Takabonerate sebagai salah satu penunjang terselenggaranya pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien, pada Tahun 2025 ini 

melaksanakan serangkaian Program dan Kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian 

tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara Camat dengan Bupati Kepulauan Selayar. 

Kecamatan Takabonerate pada tahun 2025 ini melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni 

sebesar Rp. 1.904.105.000,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 1.412.915.000,- dan Belanja 

Barang dan Jasa Rp. 491.190.000.- selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD anggaran 

keseluruhan berubah menjadi Rp. 1.914.387.000,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 

1.527.855.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 386.532.000,- Dari total anggaran sebesar 

Rp1.914.387.000,- anggaran yang terbelanjakan sebasar Rp. 1.685.120.679,- dan terdapat sisa 

anggaran sebesar                   Rp. 229.266.321,- dengan realisasi keuangan sebanyak 88,02 %. 

Program dan Kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai 

dengan kebutuhan pada setiap tahun yang telah direncanakan. 

Kecamatan Takabonerate Tahun 2025 melaksanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada 

RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Kecamatan 

Takabonerate melaksanakan 5 Program dan 12 Kegiatan dengan 21 Sub Kegiatan. 

Adapun Program dan Kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada 

Kecamatan Takabonerate adalah sebagai berikut : 

 

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
 

Capaian Kinerja Kecamatan Takabonerate Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.685.120.679,- atau 88,02 % dan dana yang 

tersedia dalam    Dokumen    Pelaksanaan    Perubahan    Anggaran     (DPPA)     

sebesar    Rp 1.914.387.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 

rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut : 



   

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan 

anggaran sebesar Rp. 6.571.100,- dan realisasi sebesar Rp. 

6.571.100,-atau 100,00%, adapun yang dicapai tersedianya Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah. 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran 

sebesar Rp. 1.669.300,- dan realisasi Rp. 1.669.300,- atau 100,00%. 

Adapun yang dicapai terpenuhinya Penyusunan Dokumen 

RKA/RKAP Kecamatan Takabonerate. 

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran 

sebesar Rp. 5.102.700,- dan realisasi Rp5.102.700,- atau 100,00%. 

Adapun yang  dicapai  terpenuhinya Penyusunan Dokumen DPA/ 

DPPA KecamatanTakabonerate. 

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar                         

Rp. 1.527.855.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.370.039.620,- atau 

89,67 %, adapun yang dicapai tersedianya Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN. 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran 

sebesar Rp. 94.583.600,- dan realisasi sebesar Rp. 90.828.122,- atau 

96,02 %, adapun yang dicapai tersedianya Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN. 

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran 



   

sebesar Rp. 9.729.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 

92,50 %, adapun yang dicapai terlaksananya koordinasi dan 

pelaksanaan akuntansi SKPD. 

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah : 

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 

dengan anggaran sebesar Rp. 4.870.500,- dan realisasi sebesar                       

Rp. 3.975.000,- atau 81,61 %, adapun yang dicapai terlaksananya 

administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. 

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : 

a. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 41.375.000,- 

dan realisasi sebesar Rp 32.265.000,- atau 77,98 %, adapun yang 

dicapai tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu. 

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan 

anggaran sebesar Rp. 74.625.000,- dan realisasi sebesar Rp. 

74.625.000,- atau 100%, adapun yang dicapai terlaksananya rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD. 

1.5. Kegiatan Penyusunan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : 

a. Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan 

anggaran sebesar Rp. 26.970.000,- dan realisasi sebesar Rp. 

15.011.900,- atau 55,66 %, adapun yang dicapai tersedianya Jasa 

Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan : 

a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar 

Rp. 1.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.450.000,- atau 99,31 %, 



   

adapun yang dicapai terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin 

lainnya. 

b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 

66.320.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.344.337,- atau 51,78 %, 

adapun yang dicapai terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap 

Lainnya. 

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, dengan rincian 

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan PKK : 

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.549.400,- dan realisasi 

sebesar Rp. 6.750.000,- atau 78,95 %, adapun yang dicapai 

meningatnya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan. 

C. Program Pemberdayaan Masysrakat Desa dan Kelurahan, dengan rician 

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

1.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa : 

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan 

Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp 0,- dan realisasi 

sebesar Rp. 0,- atau 0,00 %, adapun yang dicapai meningkatnya 

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di 

Desa. 

b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemerintah dan Swasta di 



   

Wilayah Kerja Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dan 

realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00 %. 

c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 22.200.000,- dan 

realisasi sebesar Rp. 19.558.400,- atau 88,10 %, adapun yang dicapai 

adanya meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan. 

1.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan 

kelurahan 

D. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan 

Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat dengan anggaran sebesar Rp 0 ,- dan realisasi sebesar Rp. 0 ,- atau 0,00 

%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rician 

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

1.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : 

a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat dengan 

anggaran sebesar Rp 6.385.800,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00% 

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rician 

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut : 

1.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa : 

a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.981.300,- dan 

realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00 %. 



 

 

 
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

 

 2.1.  CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

NO URUSAN 

PEMERINTA- 

HAN 

ORGANISASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

PELAKSANA 

 

KEBIJAKAN 

URAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

 

TARGET 

 

REALISASI 

PERMASALA

HAN 

UPAYA 

MENGATASI 

PERMASALAH

AN 

TINDAK 

LANJUT 

REKOMENDA

SI DPRD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur 

Kewilayahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan 

Takabonerate 

RKPD Tahun 

2025 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

100 % 92,21 %    

Alokasi Anggaran 

Rp. 1.913.843.500,- 

Realisasi Anggaran 

Rp. 1.696.002.763,- 

DPA 

Kecamatan 

Takabonerate 

1. Perencanaan 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

8 Dokumen 8 Dokumen 

100% 

Rp. 20.173.900,- 

100%  

Rp. 20.173.900,- 

 - Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

2 Laporan 

Rp 6.571.100,- 

2 Laporan 

Rp. 6.571.100,,- 

 - Koordinasi dan 
Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

1 Dokumen 

Rp. 1.669.300,-  

1 Dokumen 

Rp.  1.669.300,- 

 - Koordinasi dan 

Penyusunan DPA-

SKPD 

1 Dokumen 

Rp 5.102.700,- 

1 Dokumen 

Rp. 5.102.700,- 

 2. Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

 

100% 

Rp. 1.640.476.100,- 

93,90% 

Rp.. 1.476.967.142- 

 - Penyediaan 
Administrasi 

Pelaksaan Tugas 

ASN  

1 Dokumen 

Rp. 94.583.600,- 

1 Dokumen 

Rp. 90.828.122,- 



 

 

 

- Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

12 Bulan 

Rp. 1.527.855.000- 

12 Bulan 

Rp. 1.370.039.620,- 

 - Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

1 Dokumen 

Rp. 9.729.000- 

1 Dokumen 

Rp. 9.000.000,- 

    3. AdministrasI 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

100% 

Rp. 0-, 

0% 

Rp. 0-, 

   

    - Bimbingan Teknis 
Inplementasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan  

2 Orang 

Rp. 0,- 

2 Orang 

Rp. 0,- 

   

    4. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

100% 

Rp.26.970.000.,- 

61,90% 

Rp. 15.011.900,- 

   

    - Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

12 Bulan 

Rp. 18.970.000,- 

12 Bulan 

Rp. 8.464.900,- 

 

 

  

    5. Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

100% 

Rp.67.780.000,- 

65% 

Rp. 35.794.337,- 

   

    - Pemeliharaan asset 

tetap lainnya 

1 Unit 

Rp.66.320.000,- 

1 Unit 

Rp 34.344.337,- 

   

    - Peneliharaan 

/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

1 Unit 

Rp. 0- 

 

1 Unit 

Rp.0- 

 

   

 

    - Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

lainnya 

1 Unit 

Rp.1.460.000,- 

1 Unit 

Rp.1.450.000,- 

   

    6. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

100% 

Rp.191.397.000,- 

88,33% 

Rp. 169.118.400,- 

   

    - Fasilitas Kunjungan 
Tamu 

1 Unit 

Rp.54.750.000,- 

1 Unit 

Rp 32.570.000,- 

   



 

    - Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

1 Unit 

Rp. 136.647.000- 

1 Unit 

Rp.136.548.400,- 

   

    7. Administrasi Barang 

Milik Daerah Pada 

Perangkat Daerah 

100% 

Rp. 2.250.000,- 

100% 

Rp. 2.250.000,- 

   

    - Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD 

1 Unit 

Rp. 2.250.000,- 

1 Unit 

Rp 2.250.000,- 

   

    PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

1 Kegiatan 1 Kegiatan    

Alokasi Anggaran 

Rp. 8.549.400,- 

Realisasi Anggaran 

Rp. 6.750.000,- 

    1. Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

100% 

Rp. 8.549.400,- 

100% 

Rp. 6.750.000,- 

   

    - Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

(PKK) 

12 Bulan 

Rp. 8.549.400,- 

12 Bulan 

Rp. 6.750.000,- 

   

    PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 

2 Kegiatan 2 Kegiatan    

Alokasi Anggaran 

Rp. 20.200.000,- 

Realisasi Anggaran 

  Rp. 19.558.400,- 

    1. Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa  

100% 

Rp. 20.200.000,- 

100% 

Rp 19.558.400,- 

   

    - Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa 

9 Desa 

Rp 0- 

9 Desa 

Rp. 0- 

   

    - Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 

Pemerdayaan 

Masyarakat di 

9 Desa 

Rp 20.200.000,- 

9 Desa 

Rp. 19.558.400,- 

   



 

Wilayah Kecamatan 

    - Sinkronisasi 

Program Kerja dan 

Kegiatan Pemerintah 

dan Swasta di 

Wilayah Kecamatan 

9 Desa 

Rp 0- 

9 Desa 

Rp. 0 - 

   

    2. Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga Tingkat 

Kecamatan 

0,00% 

Rp. 0 - 

0,00% 

Rp 0 - 

 

   

    - Penumbuhan 

Kesadaran Keluarga 

Dalam Peningkatan 

Derajat Kesehatan 

Keluarga dan 

Lingkungan Dengan 

Menerapkan 

Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

9 Desa 

Rp 0 - 

9 Desa 

Rp. 0 - 

   

    PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

1 Kegiatan 1 Kegiatan    

Alokasi Anggaran 

Rp. 6.385.800.,- 

Realisasi Anggaran 

Rp. . 0,- 

    1. Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

100% 

Rp. 6.385.800,- 

100% 

Rp.. 0 ,- 

   

    - Harmonisasi 

hubungan dengan 

tokoh agama dan 

tokoh masyarakat 

1 Kegiatan 

Rp. 6.385.800,- 

1 Kegiatan 

Rp. 0,- 

   

    PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

1 kegiatan 1 kegiatan    

Alokasi Anggaran 

Rp.2.981.300,- 

Realisasi Anggaran 

Rp 0,- 

    1. Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintah Desa 

100% 

Rp.2.981.300,- 

71,80% 

Rp. 0,- 

   

    - Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

9 Desa 

Rp. 2.981.300,- 

9 Desa 

Rp. 0 - 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

 

NO URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN  TARGET REALISASI CAPAIAN Keterangan 

1 2   3 4 5=(4/3)*100 6 

1 Unsur Kewilayahan       

 Kecamatan Takabonerate       

 1. Opini atas Laporan Keuangan  %  WTP WTP 100  

 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) %  70 75 107  

 3. Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah %  Tinggi Tinggi 100  

 4. Meningkatnya fungsi lembaga desa yang dikoordinir %  100 100 100  

 5. Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat %  95,00 95,00 100  

 6. Pelaksanaan Ibadah %  100 100 100  

 7. Indeks Ketahanan Sosial   0,69 0,69 100  

 

 

Ketertiban Umum 

    - Faasilitasi 

Sinkronisasi 

Peencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

9 Desa 

Rp. 2.981.300,- 

9 Desa 

Rp. 0 - 

   



 

 

 

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN 

NO URUSAN/ PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN Keterangan  

1 2  3 4 5=(4/3)*100 6 

1       

       

       

 

2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM  

PERJANJIAN KINERJA 

No. Urusan Pemerintahan Daerah/ 

Organisasi Perangkat Daerah 

Target Anggaran                        

(Rp) 

Realisasi Anggaran                          

(Rp) 

Sisa  Anggaran                          

(Rp) 

Capaian 

Realisasi 

Anggaran                            

(%) 

Jumlah 

Indikator 

Kinerja 

Program 

Rata-Rata 

Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator 

Kinerja 

Program                              

(%) 

Jumlah 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan  

Rata-Rata Tingkat 

Ketercapaian 

Indikator Kinerja 

Kegiatan                                           

(%) 

1 2 3 4 5=4-3 6=(4/3)*100 7 8 9 10 

1 Unsur Kewilayahan         

. Kec. TAKABONERATE Rp.  1.914.387.000,- Rp. 1.685.120.679,- Rp.  229.266.321,- 88,02 5 99,93 11 99,90 

 

2.1.5. INOVASI 

 

NO URAIAN INOVASI MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI HASIL/ MANFAAT KET. 

1 2 3 4 5 

1     

 

 

 



 

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN 

 

No. Nama Penghargaan Tingkat Diselenggarakan oleh/ 

Penyelenggara 

Ket. 

Internasional Nasional Provinsi Kabupaten   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 

 

 

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2021 

No Kebijakan Strategis 

Dasar Hukum 

Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan Ket. Nomor/ 

Tanggal Pengesahan 
Tentang 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021 

No. Rekomendasi DPRD Tindak Lanjut Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan 

1 2 4 5 

 

 

1. 

 

 

............................... 

 

 

........................... 

 

 

............................ 

 

 



   

BAB III 

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN 

TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 

 

 
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan 

 
Tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan (NIHIL) 

 
 

3.2. Hambatan – Hambatan 

 
 

Hambatan – hambatan yang ditemui antara lain : 

 

 Masih banyak permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kecamatan 

Takabonerate yang belum terakomodir lewat dana APBD Kabupaten setiap tahunnya. Hal 

ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Kecamatan Takabonerate hanya 

diperuntukkan kegiatan rutin/operasional Kantor Kecamatan Takabonerate bukan untuk 

penyelesaian permasalahan yang ada di Kecamatan Takabonerate. 

 Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Takabonerate masih minim sehingga dalam 

penyusunan perencanaan di Kecamatan masih mengalami kesulitan. 

 
 

Solusi penyelesian permasalahan yaitu : 

 

 Perlu Alokasi Anggaran Khusus untuk Kecamatan Takabonerate, mengingat kondisi 

geografisnya sangat berbeda dari semua Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dimana hanya ada 3 ( Tiga ) Desa yang dapat dijangkau dengan 

kendaraan darat dan 6 ( Enam ) Desa lainnya hanya dapat dijangkau dengan kendaraan 

laut. Selain itu Kecamatan Takabonerate merupakan satu-satunya Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki gugusan pulau karang terbesar ketiga di 

dunia yang kita kenal sebagai “Taman Nasional Takabonerate”. 

 Perlunya penempatan pegawai yang memiliki sumber daya yang memadai. 



   

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kecamatan Takabonerate 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 realisasi yang 

dicapai dapat memenuhi target namun belum optimal. Pencapaian target ini memberikan 

gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan 

Takabonerate sangat ditentukan oleh komitmen serta keterlibatan aktif segenap komponen baik 

dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Harian Lepas, Kepala Desa bersama perangkat maupun 

masyarakat Kecamatan Takabonerate. Harus disadari bahwa dibalik capaian ini, sesungguhnya 

masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu dibenahi dan ditangani. Oleh karena itu, 

sinergitas antara semua pihak perlu diwujudkan, agar penyelenggaraan tugas – tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ke depan dapat ditingkatkan untuk 

kemaslahatan bagi masyarakat. 

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) OPD Kecamatan 

Takabonerate Tahun Anggaran 2022 kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. 

Terima kasih. 

 

 

 
Kayuadi, Januari 2026 

CAMAT TAKABONERATE, 

 

 
 

ANDI CACO AMRAS, S.T.,M.M. 

Pangkat : Pembina Tk.1 

NIP. 19751010 200604 1 025 

 

 


